
Menlmbang I a

b

c.

Mengingat

BI'PATI TAI{A TORA.'A,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan dan
penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah Daerah
dengan baik, tertib dan akuntabel diperlukan pedoman dan
acuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahrva berdasarkan ketentuan Pasal 111 peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa
Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik
Pemerintah Kabupalen Tana Toraja.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1822\;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan lembara.n
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440O);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224. Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

BUPATI TANA TORA^'A
PROVINSI SUI,AWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAIA TORA^IA
NOMoR J4 TAlruN 2o2oI

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN IIET{DARAAN DINTAS
MILITT PEMERINTAH KABUPATEN TAI{A TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAITG MAIIA ESA,
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MEMUTUSXAN I

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ptN.IUAfAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAII DAERAH

BAB I
XSTEI{TUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss33);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2O14 tentang
Pen3ualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201.1 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5610);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun
2016);

9. Peratura! Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2_018 tentang
Peruba-han Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja NomorlO Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunal perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 19);
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2. Det al Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakijan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemedntai Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerai Kabupateo
Tana Toraja.

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola
Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tora-ja selaku pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusar
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Bada,rt yang mempunyai
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola
keualgal daerah.

10. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang
kewenangal penggunaan barang milik daerah.

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit keta atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adatah rencana keuangaJl tahunan daerah Kabupaten Tana
To.aja yang ditetapkan dengan Pe.aturan Daerah Kabupaten Tana Torala.

13. Kendaraan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi
kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan
dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangal.

14- Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang disediakal
dan dipergunakan bagi pemangku jabatan Bupati atau Wakil Bupad.

15. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah
kendaraar dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan
operasional perkantoran.

16- Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan
yarlg disediakan da'rl dipergunakan untuk pelayanan- operasional
khusus/ lapangan dan pelayanan umum.

17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan dibentuk oleh Pemerintah
Daerah.

18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

19. Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraa:r dinas dari daftar
barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan Kepala Daerah
untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau
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Kuasa Pengguna Barang daIi tanggungjawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

2O. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti
kepemilikal atas kendaraal dinas.

21.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh
kendaraan d inas.

22- Daltar barang Pengelola Barang adalah daftar yang memuat data
kendaraan dinas yang diserahkan ke Pengelola Barang.

23. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat
data kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing Pengguna
Barang.

24.Daftaj Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar ].ang memuat data
kendaraan dinas yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna
Barang.

25. Pihak lain adalai pihak-pihak selain Kementerian / L,embaga dan
Pemerintah Daerah.

Bagian Pertama
Objek PenJualan Secara Lelang

Pa3al 4
(1)Objek penjualan kendaraan dinas secara lelang meliputi kendaraan

perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas

BAB II
MAKSUD DAN TUT'UAIT

Pacal 2
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yakni untuk menjadi pedoman

atau acuar bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam
rangka penjualan kendaraan dinas dan penghapusannya sebagai barang
milik daerah.

(2) Tuj uarl disusunnya Peraturan Bupati ini yakni agar proses pelalsanaan
penjualan dan penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah Daerah
dapat terlaksana dengan baik, tertib dart akuntabel sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
METODE PENT'I'ALAN

Pasal 3
(1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara ielang, kecuali datam hal

teftentu dapat dilakukal penjualan langsung tanpa melalui lelang.
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat
Negara/Mantan Pejabat Negara.

(3) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (i) yakni penjualan kendaraar
dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara
tertulis, lisan, dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik
u nruk mencapai harga reninggi.

(4) Lelang sebagaimana dimaksud pada aljat (1) dilaksanakan setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

BAB TV
OBJEK PENJUALAN
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jabatan, darl kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, baik yangberada pada Pengelola Barang maupun yang berada pi,l^ p..rggrr_r.
Barang/Kuasa Pengguna Bdang, dengan persy"aratan seUlga_r Uerlt ut :a. memenuhi persyaratan teknis;
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih

menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila dijual, karena biaya
operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat
1.ang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasa]a]"arl
hukum.

(2) Persyarat.rn teknis sebagaimana climaksud pada ayar {1) hurufa antara
lain:
a. telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun;
b. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis

apabila diperbaiki;
c. secara teknis tidat dapat digunakan lagi akibat modernisasi; atau
d. tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami

perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan.
(3) Ketentuan usia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

adalah:
a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya sesuai

dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai

dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidal< dalam kondisi baru.

Pasal 5

Dalam hal kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling
tinggi 3O 7o (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat
dilakukan sebelum memenuhi syarat usia minimum -vartg berdasarkan surat

keterangan t€rtulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian I(edua
objek PenJuatan Langsung Tanpa Melalul Lelang

Pasal 6

Objek penjualan langsung kendaraan dinas tarpa melalui lelang hanya
dapat dilakukan untuk kendaraal perorangan dinas, dengan persyaratan

sebagai berikut :

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitung mulai tanggat, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan

dalam kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk

perolehan selain tersebut pada angka 1.

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
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BAB V
PROSEDUR PEIT.'UALAN

Baglan Kesatu
Pertlmbargan PenJualan

Pa3al 7
Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan;
a. untuk optimalisasi kendaraan dinas yalg berlebih atau tidak

digunakan/ dimanfaatkan ;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

PEsal 8
Kendaraar dinas -var.rg tidak digunakan/ dimanfaatkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu kendaraan dinas yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau
tidak daiam status diservakan kepada pihak lain, dipinjampakaikan kepada
instansi pemerintah yang lain, atau status pemanfaatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Baglan Nedua
Persetujuan Penjualan

Pasal 9
(1) Penjualan kendaraan dinas dilal<ukan oleh Pengelola Barang.
(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kendaraan dinas dalam Daftar. Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna,
atau DaJtar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 10
(1) Penjualan kendaraan dinas bermotor yang bernilai secara

keseluruhan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penjualan kendaran dinas bermotor yang bernilai secara keseluruhan
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) merupakar nilai
wajar dalam bentuk penjualan.

(4) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan oleh Bupari.

(5) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar ayat 2)
dilalcukan per tiap usulan.

Baglan Ketiga
Penllalan

Paral 11
(1) Dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan penilaian untuk

mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundanS-undangan.



(2 Penitaian kendaraan dinas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh
Bupati, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu panitia penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari SKPD teknis yang terkait.

(4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penilai pemerintai
atau Penilai Publik.

{5) Penentuan nilai dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan
dengan memperhitungkan fal,itor penyesuaian.

Pasal 12
(1) Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) merupakan

limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, serta menjadi
dasar penetapan nilai limit untuk penjualan kendaraan dinas melalui
lelang.

(2) Nilai limit/barasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
harga minimal kendaraan dinas untuk penjualal melalui lelang.

(3) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pa3al 13
(l) Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1layat(5) merupakan nilai dasar

perhitungan hargajual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.

(2) Perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh)

tahun, harga jualnya yaitu 4070 (empat puluh persen) dari nilai wajar
kendaraal;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya
yaitu 2O%o (dua puluh persenl dari nilai wajar kendaraan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Secara Lelang

Pasal 15
{1) Permohonan penjualan kendaraan dinas pada Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

(21 Permohonan penjualan kendaraan dinas pada Pengelola Barang
disamparkan kepada Bupali .

(3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan gebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi, antara lain:
a. data kendaraan dinas;
b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbarrgan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

-7-

Pasal 14
Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan:
a. lnisiatif Bupati; atau
b. Permohonan pihak lain.
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(1) Bupati melakukan
kendaraan d inas.

Pasal 16
peneiitian dan verifikasi atas usulan peniualan

(2) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BupaLi membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan
verifikasi.

(3) Penelitian sebagaimala drmaksud pada ayat (l) meliputil
a. penelitian data administratif:
b. penelirian fisrk.

(4) Verifikasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) meliputi pemenuhan
seluruh persyaratan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas
kendaraan dinas untuk dapat dilakukan penjualan.

(5) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa pengguna Barang
bertanggung jawab menyiapkan fisik dan data administrasi kendaraan
dinas demi kelalcaran penelitian dan verifikasi usulan peniualan
kendaraan dinas

Pasal 17
(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 avat (3)

huruf a dilakukan untuk meneliti
a. status dan bulti kepemitikai, foto, data identitas kendaraan;
b. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas

barang.
i2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) hurufb

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas yang akan
dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Hasil penelitian dan verilikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara penelitian dan Verifikasi untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui pengelola Barang.

(4) Kendaraan dinas pada Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang yang
memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara penelitian dan
Verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera ditindakjanjuti
dengar, penl'erahan kendaraan dari Pengguna Barang/Kuasa pengguna
Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan
Barang Milik Daerah, kecuali untuk kondisi tertentu.

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kondisi rusak
berat yang menyebabkan kendaraan tidak dapat dijalalkan dan tidak
efisien jika diderek.

(6) Pengamanan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat {5), menjadi tanggung jaivab Pengguna Barang hingga selesai proses
penjualan.

Pasal 18
(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana

dima-ksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati melalui pengelola Barang
menugaskan Penilai untuk melakukan penilaial atas kendaraan dinas
yang akan dijual.

(2) Hasii peniiaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1J dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan kendaraan dinas.
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Paral 19
(1) Penjualan kendaraan dinas pada Pengelola Barang diawali dengan

membuat perencanaan penjualan yaalg meliputi antara lain:
a. dala barang milik daerai:
b. pertimbangan penjualan melalui lelang; dan
c. pertimbangan dari aspek teknis. ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola

Bararlg.
{2) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualal

kendaraan dinas kepada Bupati disertai perencanaan penjualan
sebagaimana dimaksud pada aJat (1), Berita Acara Hasil Penelitian dan
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

(3) Apabila penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memerlukar persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualar kepada DPRD.

(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayar (2) atau
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas
waktu hasil penilaian, mal<a sebelum dilakukan penjualan terlebih
dahulu harus dilakukal penilaian ulang.

(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih
tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil peniiaian sebelumnya
yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud peda ayat (3),
Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan
penjualan kendaraan dinas kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulalg sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada DPRD.

Pa8al 2()
(1) Bupati menetapkan kendaraan dinas yang akan dijual berdasarkan Berita

Acara Penelitian sebagaimala dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dan
persetujuan sebagaimala dimaksud dalam Pasal l9 ayat (2) dan a_vat {3).

(2) Keputusan penj ualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. data kendaraan dinas yang akan dijual;
b. nilai perolehan dar/atau nilai buku kendaraan dinas; dan
c. nilai limit penjualan dari kendaraan dinas.

Pasp,l2L
(1) Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas

dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(2) Pejabat Lelang yang ditugaskan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan lelang untuk melakukan lelang kendaraan dinas ditetapkan derigan
Keputusan Bupati.

{3} Hasil pelaksanaan ielang kendaraan dinas oleh Pejabat Lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituargkan ke dalam Risalah Lelaltg.

(4) Peserta leiang yang mengajukan penawaran untuk membeli kendaraan
dinas wajib menyerahkax jaminan penawaran.

(5) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah
507o { Lima puluh persen ) dari nilai limit/batasan terendah yang telah
ditetapkan.
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P^z l 22
(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a..-yal l7l

dituangkal dalam Berita Acara Serah Terima.
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan
kendaraan dinas kepada Bupati.

Bagian Kellma
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dlnas tanpa melalui lelang

Pasal 23
Penjualan kendaraan peroralgan dinas dapat dilakukan tanpa melalui lelang
apabila:
a. Dlual kepada Pejabat Negara/Mantan pejabat Negara yang telah

memenuhi persyaratan; dan
b. Kendaaaan perorangan dinas memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 24
(1 ) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalarn pasal 23 huruf (a) , yaitu

Bupati dan Wakil Bupati.
{2) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf (a)

jartu N4anran Bupari dalr Manran Wal{il Bupati.

Pasal 25
(1) Syarat Pejabat Negara sebagaimala dimaksud dalam pasal 23 hurufa

sebagai berikut:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 {empat}

tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi pejabat Negara;

b. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengar
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Syarat Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
sebagai berikut:

(6) Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan harga paling tinggi
hingga selesainya batas waktu penawaran akan ditetapkan sebagai
Pemenang l€lang dengan Keputusan Bupati.

(7) Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima
barang berdasarkan:
a. Risalah tetang, apabita penjualan kendaraan dinas dilakukan secara

lelang;
b. Bukti pelunasan / pembayaran sebesar nilai penawaran Peserta

pemenang lelang; darl
c. BPKB dan/atau faktur dan/atau dokumen inventarisasi barang

apabila penjualan kendaraan dinas dilakukan tanpa melalui lelang.
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a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa
jabatar;

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat vang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;

c. tidal< sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan
arca,lnan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
(3) Secara berturut-turut sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurufa darr

ayat (2) huruf a yaitu secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada
instansi yang sama atau pada instansi yarg berbeda.

Pagal 26
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diawali

dengan pengajuan permohonan penjualan oleh pejabat Negara/Mantan
Pejabat Negara.

(2) Pejabat Negara mengajukal permohonan penjualan kendaraal
perorangan dinas tanpa melalui lelang pada tahun terakhir periode
jabatan Pejabat Negara.

(3) Tahun terakhir perode jabatan pejabat Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu tahun tera}<hir pada periode jabatan pejabat Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan.

(4) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhimya masa jabatan pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 27
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi
1 (satu) orang Pejabat Negara/mantan
penjualan yang dilakukan.

Pejabat Negara, untuk tiap

Pasal 2E
(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)

disampaikar oleh :

a. Pejabat Negara kepada pengguna Barang;
b. MaIItan Pejabat Negara kepada Bupati.

{2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara
lain:
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal

lahir;dan
b. alasan permohonan pembelian kendaraan peiorangan dinas.



Pasal 29
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

dilampiri dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat

Negara/mantan Pejabat Negara, antara lainr
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat

keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
b. fotokopi kartu identitas;
c. surat pernyataan yang menyatakan belum pemah membeli atau

pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
setelahjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi
Pejabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelarg, dilampirkan fotokopi surat
keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara
berkelarjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimala
dimal<sud pada huruf c;

e. surat pernyataan l,ang menyatakan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas tanpa metalui lelang pada saat yang
bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan

f. surat per:nyataar yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancarnan hukumal pidala penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 30
(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan,
antara lain:
a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas

tanpa melalui lelang.
(2) Dalam hal persiapal permohonan penjualar sebagaimana dimaksud

pada ayat(1) telah selesai, Pengguna Barang melaui Pengelola Barang
mengajukan usulan penjualan kepada Bupati disertai:
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau faktur

dan atau Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna/
Daftar Barang Pengelola;

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimara dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2);
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli Pejabat
Negara dalam jangka waktu I {satu) tahun sebelum adanya
persetujuan penjualarl; dan
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e. surat pemyataan dari Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan
pengganti.

(3) Bupati melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan permohonan
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

af'at (3), Bupati membentuk tim untuk:
a. melakukan penelitian dan vedfikasi kelayakan alasan dan

pertimllangan permohonan penjualan kendaraan dinasl
b. melakukan penelitial fisik, dengan cara mencocokkan fisik

kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data
administratif.

(5) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan verifikasi untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(6) Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat {5), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan
Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas
yang akarl dijual.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai
dasar perhitungal hargajual kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 13 ayat {2) huruf a dan huruf b.

Pasal 32
(1) Pengelola Barang mengajukan permohonal persetujuan

berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kepada Bupati.
(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimalsud pada

melebihi batas rl,aktu hasil penilaian, maka sebelum
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

penjualan

ayat (1),

dilakukan

Pasal 31

(1) Bial'a yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk perbaikan kendaraan
perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pejabat
Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus
dibayar sebagai tarnbahan hargajual sebagaimana dimaksud dalam pasal
30 ayat (2) huruf d.

{2) Biaya sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) yaitu biaya selain
pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.



(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang

akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;
b. nilai perolehan;
c. nilai buku;
d. hargajual kendaraal perorangan dinas; dan
e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk
Pejabat Negara.

{4) Dalam hal Bupati tidat menyetujui penjualan kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon melalui Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 33
(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraaa
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf a dan bt dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka u,aktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasaj 3, ayat (1) untuk
Pejabat Negara.

(2) Mantan Pejabat Negara melakukal pembayaran ke Kas Umum Daerah
sesuai hargajual kendaraal perorangan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.

Pasal 34
Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima
barang berdasarkan:
a. surat keterangan pelunasan pembayaran dari pengelola Barang;
b. BPKB dan/atau laktur dan/atau dokumen inventarisasi bareLng.

Pasat 35
(l) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

dituangkan dalarn Berita Acara Serah Terima.

'74-
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{2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengelola tJarang mengajukan usulan penghapusin kendaraan

dinas kepada BuPati.

Pasal 36
Pembayaran atas penjualan kendaraan dinas berupa kendaraal perorangan

i-"" ,L"p" -.f"fui lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus

Pasal 37
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukart

ke refening Kas Umum Daerah paling lama I (satu)

ak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan'

melalui
bulan

Pembayaran
penyetoran
terhitung sej

Pasal 38
Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-t 37 belum lunas dibayar, maka:

a. klndaraan tersebut masih berstatus sebagai kendaraan dinas;

b. kendaraan tersebut tetap digunakar untuk keperluan dinas;
c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Nega'ra/

mantan Pejabat Negara; dan
d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan,

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 39
(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidat memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, darr Pasal 38, dicabut
hakn!-a untuk membeli kendaraan perorangan dinas-

(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimala dimaksud pada ayat (1),
digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Hasll Penjualan

Pasal 4O
(l) Hasil penjualan kendaraan dinas wajib disetorkan seluruhnva ke

reken in g Kas Umum Daerai.
(2) Dalam hal kendaraan dinas berada pada Badan Layalan Umum Daerah

maka:
a. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas milik daerah

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas
Badan Layanan Umum Daerah;

b. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas dalam rangka
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnva ke
rekening Kas Umum Daerah.
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Baglan Ketujuh
cagal L€lang

Pas.l 41
(1) Kendaraan dinas yang tidak laku dijual pada lelang pertarna, dilakukan

lelang ulalg sebanyal 1 (satu) kali.
(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada a-"-at (1) dapat

dilakukan penilaiarr ulang.
(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud

pada a1'at (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti
dengan penjualan tanpa melalui lelang atau hibah.

{4'} Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.

8AB VI
PENGIIAPUSAN

Pasal 42
Pengelola Barang/Pengguna Baralg/Kuasa Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas sebagai tindak lanjut
penjualal, pelaksanaan hibah dengan melampirkan :

a. Risalah Lelang dan BAST untuk penjualan kendaraan dinas secara lelang;
b. BAST untuk penjualan tanpa melalui lelang dan pemindahtanganan

dalam bentuk hibah.

Pasal 43
Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
maka diterbitkan Keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik
daerah untuk barang pada Daftar Barang Pengelola, DaJtar Barang
Pengguna/ Kuasa Pengguna.

Pasal 44
Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan
penghapusan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangal
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.

BAB \III
KETENTUAN LAII{.LAIN

Pasal 45
Mekanisme penjualan kendaraan dinas secara lelang dan tanpa melalui
proses lelang sebagaimana tercantum dalam l,ampiral yang merupalai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAIT PTNUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetanka n di Makale
pada ta.'ggaL 3( A1^tl^.

BUPATI TA.ITA TORA"IA,

2020

/\--1 .i\ v
NICODEMUS BTzuNGI{ANAE

SIXRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

SEMUEL BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR e4

Diundangkan dl l\lakale.
pada tang3al 3t k ,r.l.,u, 5a1z"
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PERATURAN BUPATI TANA TOR.Ai'ALAMPIRAN
NOMOR
TEtrTANG : TATA CARA PENJUATA]iI KEI{DARAAN DINAS MILIX

PEMERIN?NI KABT'PATEN TAI| A TORA^'A

A. FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS MELALUI LELANC

l. PeR.tuluai P.rj!.|a. I

surar Pruerliuan Penlu.le n

! cFsl

v

N1 2

4!q4uh!

i

_li

lim P.n lhi;.6 \'.nfrta!r

tid.ii drp.r dihib.hklnrr I l
lr*",i",",. 11L __.. Li

A Psrapa. Penjurlan l
Usuran & PeftLdb.ngai
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OUTPUT DOKUMEN

SKPD menyampaikan usulan peniualan barang kepada Bupan
melalui Sekreta s Daerah

surai usul peniualan sKPD

B Bupati membenluk Tim Penelili dan melalur Pengelole Barang
menugaskan Tim Peneliti dan Vedtikasi K€nda€an Dinas untuk
memaslikan semuE persyaralan lelah terp€ouhi untuk proses

sP lrrn :ne rt Aom nislras tt rernrs

c Tim Penelili melakukan penelitian admlnistrasi & tsik, dan melakukan
veifikasi aspek leknis, ekonomis, & yuridrs kelengkapan persYaratan

untuk diiual melalur lelano

Berila Acara Penelilian

D Apabila syarat iidak telpenuhi, Sekrelaris Oaerah memberilahukan
secaG te(ulis keoada SKPO Pemohon.

Surat Pemberjlahuan kepada SKPD

E Apabila syarat torpenuhi, segera dilekukan tindakan Pangemanan
yaiiu penyeraha. kendaraan dan SKPD ke Sekrelaris Daerah (lka

BAST (SXPD kepada SekBlaris
Daerah)

Bupall membenluk Tim Penilaidan melalui Pengelola Barang
menugaskan penilai !ntuk memperoleh nrlaiwaiar sebagar batasan
terendah untuk penjualan

G Tim Penilai melakuken pmses penjlaian ilaksas,) unluk memperoleh
nilaiwajar Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
Pernvataan Tanoouno Jawab S€kretads Daerah

SK Penelapan NiJai Lrmil dan
Pernyalaan Tang9u.9 Jawab Nilai

H Sekrelars Daerah mengalukan pe.mohonan perselujuan penlualan
kepada Bupati. Apabila memerl!kan perselujuan DPRD, maka Bupali
menindaklanjuli dengan Usul Percetuiuan Penjualan Kepada OPRD

Surat Usul Perselujuan Penjualan

Apabila lidak disetujui Bupati membentahukan secara terlulis
kepada Sekreiaris Daerah.

Surat Pembedlahuan

J ApabLla drsetujul, Bupau mene.bltkan PeEetujuan bese.ta
kelengkapan dokumen untuk tindak lanjul proses lelang.

Sural Persetuluan Penjualao
SK Penjualan secara Lelang
Surat Pendeleoasian Kewenanoan

Sekrelaris Daerah mengajukan perminlaan penjualan kendaraan
dinas dengan cara lelang kepada KPKNL
Bedasarkan personilyang dilugaskan oleh KPKNL Bupali
menetapkan Peiabat LelEno

Surat Perminlaan Lelang ke KPKNL
SK Pejabai Lelang

K Petabal Lelang melaksanakan lelang untuk mendapatk3n calon
pemenan9 yang akan membel kerdaraan.

L Apabrla Lelang Perlama Gagal, maka segera dilakukan Petelangan
LJlang

Sebelum dilakuken Pelelangan ulang, dapat ditakukao Penilaian
Ulang.

N Peseria Lelang yang mengajukan penawaran pating tinggi adatah
pemenang lelang dan dilakukan Penetapan Pemenaflg oteh
Sekretaris Daerah

SK Penelapan Pemenang

o Pemenang Lelang melakukan pembayaran sebagaimana harga iual
berdas6rkan hasil proses lelanq.

STS/Bukti Pelunasan

Penverahan kendaraan kepada Peserta Pemenanq Lelano BAST
Apab la Pele angan Kedua lelap gagal, maka dapai drtakukEn seera

S Ba k Penlualan lanpa lelang nraupun pemindahranganan secara
hibah dilakukan penyerahan kepada pihak tain yang diluangkan
dala Benl6 Agsra Serah Terimah

BAST

Apabila pemindahlen$nan tetap lidak dapat ditakukan baik metatui
pentualan lanpa lelang dan tidak dapar dlhibahkan, maka dilakLrkan
pemusnahan sesuar dengan ketentuan perarulan perLrndang-

Sel!ruh prcses bark pemindahtangan (penjualan/hibah) maupunT SK Penghapusan

KETERANGAN FLOWCHART PEN'UAUTN KXNDARAAN MELALUI LELANG

NOTASI URAIAN PROSES

o
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B, FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

I

,t
R. Pen'bentriknf

Tnn Penelllin" & V,-rilikdsi

A PersidD6'rrlpertu.rldl

Pe,tlnrbnnqair

r. Pe,setui!.in Pen ju.il.rr
surit Prrs.t(luan Peo,url.r'
sK Penjua nn ta.pn elan'l
s'Int {,d)d.!eqJSLn, Perjrlnd.

I

t
l
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KETERANGAN FLOWCHART PENIUAI-AN KENDARAAN TANPA MELALTII LELANC

BUPATI TANA TORAJA,

OUTPUT OOKUI\TIEN
URA AN PROSESNOTASI

Surat Usulan Penjualan BaBng oleh
Bap"ng",o,u Brr"ng mengalukan usulan penlualan barang

BU

kepada

SP Tim Peneliti Administrasi & Teknis

penjualen.

Ba(!B
tB

Berita Acara Penelillan
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Limil

Tim Penllaimelakukan proses penilaian (taksasi) unluk memperoleh
BH en9

DaeraJ ST

G

S!rai Usul Perseluluan Penjualan
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Sural Pemberiiahuan kePada
Sekrelaris Daerah & Pemohon

Sural Pe6eiuruan Peniualao
SK Penjualan Tanpa Lelang
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Apabila drsetuj!r, Bupali menerbitkan Perseluiuan beserla
kelengkapan dokumen untuk llndak lani!t proses lelang
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